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ABSTRAK 

 

DEDY ASHARI, (2023) : Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

Pekerja Harian Lepas Bidang Jasa Dokumentasi 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Di Kota 

Pekanbaru. 

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan perjanjian kerja 

waktu tertentu antara pihak pemberi kerja dengan tenaga kerja/buruh harian lepas 

bidang jasa dokumentasi pada Selasa,  21 Desember 2021, di Kota Pekanbaru, 

para pihak sepakat atas jasa pembuatan 11 content project. Namun setelah 

penyelesaian pekerjaan tersebut pihak pemberi kerja tidak memberikan sejumlah 

uang untuk pelunasan pembayaran kepada tenaga kerja/buruh harian lepas sesuai 

dengan yang di janjikan dalam kontrak, dan dalam pelaksanaan perjanjian kerja 

waktu tertentu tersebut juga bententangan dengan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih 

Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja . 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap 

permasalahan yang diteliti yaitu tentang pelaksanaan perjanjian kerja waktu 

tertentu pekerja harian lepas bidang jasa dokumentasi dan faktor penghambat 

pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 di Kota Pekanbaru.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau sosiologis yang 

bersifat deskriptif yakni penelitian terhadap efektivitas hukum atau cara hukum 

beroperasi di dalam masyarakat dengan menggunakan pendekatan sosiologi 

hukum. Teknik sampel dalam penelitian ini adalah dengan metode purposive 

sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelian ini adalah analisis data 

kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara induktif. 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat di tarik kesimpulan bahwa dalam 

pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu pekerja harian lepas bidang jasa 

dokumentasi di Kota Pekanbaru telah terjadi wanpresatasi dan bertentangan 

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, 

dan Pemutusan Hubungan Kerja. Adapun hambatan dalam pelaksanaan perjanjian 

kerja waktu tertentu yaitu terkait permasalahan kesadaran hukum, kelalaian 

pemberi kerja dalam pemenuhan hak pekerja harian lepas yaitu penulasan 

pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai. 

Kata Kunci : Perjanjian Kerja, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT), Pekerja Harian Lepas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum ketenagakerjaan memiliki tiga bagian yang secara jelas di atur  

dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, bahwa “Ketenagakerjaan adalah tentang segala hal yang 

berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah 

kerja.”
1
 Bagian pertama, mencakup mengenai bagaimana mencetak dan 

membentuk tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan bakat minat setiap calon 

tenaga kerja. Bagian kedua, membahas bagaimana mengharmonisasi hubungan 

pekerja dengan pengusaha melalui regulasi yang dikeluarkan pemerintah. 

Sedangkan Bagian ketiga, membahas bagaimana menjamin tenaga kerja setelah 

berakhirnya hubungan kerja, yang berarti menjamin hak pekerja yang telah 

berakhir hubungan kerjanya atau telah pensiun.  

 Tenaga kerja adalah salah satu elemen penting dalam suatu kegiatan usaha, 

karena bisa dikatakan sebuah usaha tidak dapat berjalan tanpa adanya tenaga 

kerja. Tidak bisa dipungkiri, bahwa sumber daya manusia atau tenaga kerja 

merupakan aset yang paling berharga selain sumber daya alam dan pembiayaan 

serta teknologi. Tenaga kerja sangat mempengaruhi pada kemajuan usaha dalam 

bidang ekonomi kreatif, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang 

sangat penting sebagai pelaku dalam tujuan pembangunan nasional.  

                                                             
1
 Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 

(1). 
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Hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha dapat terjadi karena adanya 

perjanjian kerja, adapun definisi tentang perjanjian kerja dalam Pasal 1 ayat (14) 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan, 

bahwa “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dengan 

pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, serta hak dan 

kewajiban para pihak.” 
2
 

Menurut A Ridwan Halim, perjanjian perburuhan adalah perjanjian yang 

diadakan antara buruh dan majikan, mereka saling mengikatkan diri satu sama 

lain, untuk bekerja sama buruh berjanji akan menyelenggarakan perintah majikan, 

sebagai pekerjanya dengan baik dan majikan akan menanggung kehidupan buruh 

(dan keluarganya) dengan baik pula, sesuai kemampuan dan persetujuan mereka 

masing-masing.
3
  

Perjanjian kerja berdasarkan jangka waktunya dibagi menjadi dua bagian, 

yaitu perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan perjanjian kerja waktu 

tertentu (PKWT). Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) adalah 

perjanjian kerja yang bersifat permanen atau tetap, PKWTT dapat dibuat secara 

tertulis atau lisan, PKWTT dapat mensyaratkan masa percobaan paling lama tiga 

bulan. Sedangkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja 

antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam 

waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. Dalam penyelenggaraan usaha 

dokumentasi di Kota Pekanbaru selain dibutuhkannya pekerja/buruh tetap 

dibutuhkan juga pekerja/buruh tidak tetap dengan melaksanakan hubungan kerja 

                                                             
2
 Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 

(14). 
3
 Eko Wahyudi, et.al, Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta: Sinar Grafindo 2016) , h. 10. 
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dalam waktu tertentu atau untuk suatu satuan pekerjaan tertentu. 

  Pelaku usaha dalam bidang jasa dokumentasi termasuk dalam salah satu 

komponen ekonomi kreatif, yang mana ekonomi kreatif merupakan suatu konsep 

untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis 

kreativitas. pemanfaatan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tidak 

terbatas, yaitu ide, gagasan, bakat atau talenta dan kreativitas. Nilai ekonomi dari 

suatu produk atau jasa di era kreatif tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau 

sistem produksi seperti pada era industri, tetapi lebih kepada pemanfaatan 

kreativitas dan penciptaan inovasi melalui perkembangan teknologi yang semakin 

maju. Industri tidak dapat lagi bersaing di pasar global dengan hanya 

mengandalkan harga atau kualitas produk saja, tetapi harus bersaing berbasiskan 

inovasi, kreativitas dan imajinasi.
4
 

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, 

dan Pemutusan Hubungan Kerja menjelaskan bahwa : 

1. Hubungan Kerja terjadi karena adanya Perjanjian Kerja antara 

Pengusaha dan Pekerja/Buruh.  

2. Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis atau lisan.  

3. Perjanjian Kerja yang dibuat secara tertulis dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

4. Perjanjian Kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak 

tertentu. 

Pelaksanaan Perjanjian Kerja terhadap Pekerja Harian Lepas semestinya 

menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), secara formil sekurang-

kurangnya diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 

                                                             
4
 Rochmat Aldy Purnomo, Ekonomi Kreatif : Pilar Pembangunan Indonesia, (Surakarta : 

Ziyad Visi Media, 2016) h. 8. 
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tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu 

Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) paling sedikit memuat:
5
 

a. Nama, alamat Perusahaan, dan jenis usaha; 

b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat 

c. Pekerja/Buruh; 

b. Jabatan atau jenis pekerjaan; 

c. Tempat pekerjaan; 

d. Besaran dan cara pembayaran Upah; 

e. Hak dan kewajiban Pengusaha dan Pekerja/Buruh sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang undangan dan/atau syarat kerja yang 

diatur dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama; 

f. Mulai dan jangka waktu berlakunya PKWT; 

g. Tempat dan tanggal PKWT dibuat; dan 
h. Tanda tangan para pihak dalam PKWT. 

Perjanjian  kerja berisi segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang 

diperjanjikan. Adakalanya isi perjanjian kerja ini dirinci dalam perjanjian, tetapi 

sering juga hanya dicantumkan pokok-pokoknya saja. Isi  perjanjian kerja 

sebagaimana isi perjanjian pada umumnya, tidak boleh  bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Isi perjanjian 

kerja merupakan pokok  persoalan,  tegasnya  pekerjaan yang diperjanjikan tidak 

boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang yang sifatnya 

memaksa  atau  dalam  Undang-undang tentang ketertiban umum atau dengan tata 

susila masyarakat.
6
  

 

                                                             
5
 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu, 

Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 13. 
6
 Soepomo, Imam, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja. (Jakarta : Djambatan, 2001) 

h. 167. 
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  Dalam hal ini melalui analisa yang penulis temukan didalam perjanjian 

kerja sama antara pekerja harian lepas dengan pihak pemberi kerja yang di 

tanda tangani oleh para pihak di Pekanbaru, Selasa,  21 Desember 2021 telah 

terjadi wanprestasi oleh pemberi kerja, yang mana isi perjanjian tersebut sebagai 

berikut
7
: 

1. Pihak Pertama selaku perekrut menyerahkan sejumlah uang tertentu 

kepada Pihak Kedua sebagai bentuk gaji kerjasama pembuatan 11 

content project. 

2. Pihak Kedua selaku yang direkrut dari Pihak Pertama bertanggung 

jawab untuk membuat konten (take video, editing, revisi, final) 

sebagaimana  tercantum dalam ayat (1). 

3. Pihak Kedua menerima pembayaran dari Pihak Pertama sebesar Rp. 

6.600.000,- yang dibayarkan secara 2 kali pembayaran, pembayaran 

pertama sebesar Rp.3.000.000,- pada saaat penandatanganan kontrak ini 

dan pembayaran kedua yakni jatuh pada saat seluruh content project 

selesai senilai Rp.3.600.000,-. 

4. Pihak Pertama akan mendapatkan Hak pembuatan konten sejumlah 11 

konten video feed seperti yang sudah disepakati dan tercantum dalam 

ayat (3). 

 Setelah penyelesaian 11 content project pihak pertama tidak 

memberikan sejumlah uang untuk pelunasan pembayaran sesuai dengan yang di 

janjikan dalam kontrak, dan dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu 

tersebut bententangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu 

Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.  

 Dalam pelaksanaan perjanjian kerja tidak menutup kemungkinan untuk 

bisa terjadinya perselisihan dalam hal kesepakatan dan berdasarkan 

tanggungjawab kerja yang di berikan, terlebih lagi  banyak dari pelaku usaha 

                                                             
7
 Penjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Pemberi Kerja dengan Penerima Kerja yang 

ditandatangani oleh Para Pihak pada Selasa, 21 Desember 2021 di Kota Pekanbaru, Pasal 1 
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dalam bidang jasa dokumentasi di Kota Pekanbaru melakukan pengrekrutan 

tenaga kerja tidak tetap hanya atas dasar kepercayaan melalui lisan dan track 

record yang sudah ada.  

 Ketidaksesuaian atau kesenjangan antara peraturan perundang-undangan 

(das sollen) dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 

tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu 

Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja , dengan pelaksanaanya dilapangan 

(das sein) yaitu mengenai pelaksanaan perjanjian kerja, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul: “PELAKSANAAN PERJANJIAN 

KERJA WAKTU TERTENTU PEKERJA HARIAN LEPAS BIDANG 

JASA DOKUMENTASI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2021 DI KOTA 

PEKANBARU.” 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah dalam penelitian ini 

maka penulis memberikan batasan terhadap pembahasan dalam skripsi ini yang 

di fokuskan pada permasalahan pelaksanaan perjanjian kerja antara pelaku 

usaha dengan pekerja harian lepas dalam bidang jasa dokumentasi di Kota 

Pekanbaru. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pekerja Harian 

Lepas Bidang Jasa Dokumentasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 di Kota Pekanbaru?  

2. Apakah Faktor Penghambat  Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

Pekerja Harian Lepas Bidang Jasa Dokumentasi Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 di Kota Pekanbaru? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan diatas maka tujuan dari 

penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pekerja 

Harian Lepas Bidang Jasa Dokumentasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 di Kota Pekanbaru. 

2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu Pekerja Harian Lepas Bidang Jasa Dokumentasi Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 di Kota 

Pekanbaru. 
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Adapun manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis dalam pembahasan terhadap masalah-masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan 

sikap kritis terhadap Perjanjian Kerja dalam bidang jasa dokumentasi dalam 

upaya menciptakan hubungan baik antara pekerja dan pemberi kerja. Penelitian 

ini juga diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 

Hukum Ketenagakerjaan secara umum dan dalam bidang Perjanjian Kerja secara 

khusus. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para 

pembaca baik kalangan akademis maupun para pelaku usaha di bidang ekonomi 

kreatif guna tercapainya hubungan yang baik dan sehat terutama dalam hal 

pengaturan perjanjian kerja. 

3. Manfaat Akademis 

Secara Akademis penelitian ini digunakan oleh penulis untuk melengkapi 

tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas 

Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

E. Sistematika Penulisan  

 Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian penulisan  

dengan sistematika sebagai berikut:  
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BAB I  : PENDAHULUAN  

Pada bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

metode penelitian, serta sistematika penulisan.  

BAB II :   KAJIAN PUSTAKA   

Pada bab ini penulis akan membahas tentang kerangka teoritis yang 

berisi teori yang berhubungan dengan judul penelitian, serta penelitian 

terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan tentang konsep-konsep yang berhubungan 

dengan pembahasan  penelitian yang terdiri dari landasan teori serta 

peraturan perudang-undangan mengenai masalah yang sedang di teliti.  

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini menjelaskan tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu Pekerja Harian Lepas Bidang Jasa Dokumentasi Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 di 

Kota Pekanbaru dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu Pekerja Harian Lepas Bidang Jasa Dokumentasi 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 

Tahun 2021 di Kota Pekanbaru 

BAB V : PENUTUP  

  Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

a. Pengertian Perjanjian 

Ketentuan perjanjian diatur didalam Pasal 1313 Kitab Undang- undang 

Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa : “Suatu persetujuan adalah suatu 

perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang lain atau lebih.”
8
 Dengan adanya pengertian perjanjian seperti yang 

dijelaskan diatas maka dapat dipahami bahwa dari perjanjian akan melahirkan 

suatu kewajiban atau prestasi, dimana satu pihak adalah pihak yang berprestasi 

dan satu pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas suatu prestasi tersebut.  

Didalam perjanjian dikenal adanya asas kebebasan berkontak atau freedom 

of contract. Maksudnya adalah setiap orang berhak membuat perjanjian dan 

berhak menentukan isi dari perjanjian tersebut sepanjang tidak melanggar undang-

undang, ketertiban umum dan kesusilaan.
9
 

Menurut Wirjono Prodjodiko pengertian perjanjian adalah sebagai suatu 

perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana 

satu pihak berjanji atau di anggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak 

melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji 

                                                             
8
 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313.  

9
 Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) 

h. 14. 
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itu.
10

 Selain asas kebebasan berkontrak, perjanjian juga memiliki asas 

fundamental yaitu asas “pacta sunt servanda” Asas pacta sunt servanda berasal 

dari bahasa latin yang berarti „janji harus ditepati‟ (agreements must be kept), 

sehingga dalam hukum positif rumusan normanya menjadi : “setiap perjanjian 

yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya.” 

Dari pengertian perjanjian yang diberikan oleh para ahli dapat disimpulkan 

bahwa suatu perjanjian dapat terjadi apabila ada kesepakatan antara dua orang 

atau lebih dan persetujuan yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai Undang-

undang atau mengikat bagi mereka yang membuatnya.. 

b. Syarat Sah Perjanjian 

Syarat sah perjanjian merupakan suatu tulang punggung perjanjian jenis 

apapun, dengan demikian jika tidak terpenuhinya syarat-syarat  perjanjian, maka 

tidak mungkin suatu perjanjian akan terjadi. Syarat sahnya perjanjian atau 

persetujuan telah diatur didalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata, yaitu 
11

: 

1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya 

Sepakat maksudnya adalah persetujuan antara kedua belah pihak yang 

membuat perjanjian mengenai pokok-pokok perjanjian. Pokok perjanjian 

disini ialah objek perjanjian dan syarat perjanjian. Apa yang disetujui 

pihak yang satu juga disetujui pihak yang lain. Mereka menyetujui sesuatu 

yang sama secara timbal balik. Suatu kesepakatan tidak boleh ada paksaan 

(dwang), kekeliruan (dwaling) dan penipuan (bedrug). Apabila tiga hal 

tersebut tidak ada yang dilangar maka sepakat dapat dicapai.  

2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian  

Cakap hukum secara perdata adalah subjek hukum yang sanggup 

melakukan perbuatan hukum di bidang perdata dan mampu 

                                                             
10

 A.Qirom Syamsudin Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, 

(Yogjakarta: Liberty, 1985), h. 7. 
11

 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320.  
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mempertanggung jawabkannya. Subjek hukum di bagi menjadi dua, yaitu 

badan hukum dan orang. 

3) Suatu pokok persoalan tertentu  

Disebutkan dalam Pasal 1333 KUH Perdata bahwa suatu 

persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-

kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal 

saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. 
12

 Maksudnya 

adalah objek perjanjian atau apa yang diperjanjikan harus tertentu atau 

setidaknya dapat ditentukan dengan jelas. Hal ini dimaksudkan untuk 

menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak agar tidak terjadi 

perselihan. Namun jika dikemudian hari terjadi perselishan dapat 

diselesaikan karena sudah jelas hak dan kewajian masing-masing pihak.  

4) Suatu sebab yang halal 

Sebab adalah suatu yang menyebabkan atau mendorong orang 

membuat perjanjian. Yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah jika 

tidak dilarang oleh Undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan 

dan ketertiban umum seperti yang dimuat didalam Pasal 1337 KUH 

Perdata. 

c. Pengertian Perjanjian Kerja 

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1601 (a) yang di 

maksud dengan perjanjian kerja sebagai berikut : “Perjanjian Kerja adalah suatu 

perjanjian di mana pihak ke-satu (buruh/pekerja), mengikat dirinya untuk 

dibawah perintah pihak lain (majikan) untuk satu waktu tertentu, melakukan 

pekerjaan dengan menerima upah”. 

Menurut Pasal 1 ayat (9)  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 35 Tahun 2021 dijelaskan bahwa “Perjanjian kerja adalah perjanjian 

antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-

syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.”
13

 

Berdasarkan pengertian perjanjian kerja diatas jika dibandingkan dengan 

perjanjian pada umumnya memiliki perbedaan prinsip. Perjanjian kerja 

                                                             
12

 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1333. 
13

 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 1 

Ayat (9). 
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menunjukan bahwa antara buruh/pekerja dengan majikan mempunyai keduduan, 

hak dan kewajiban yang tidak seimbang sedangkan dalam pengertian perjanjian 

pada umumnya menunjukan bahwa memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang 

seimbang antara buruh/pekerja dengan majikan.  

Selain pengertian perjanjian kerja secara normatif di atas juga ada 

beberapa pengertian perjanjian kerja dari para ahli, seperti menurut Imam 

Soepomo berpendapat bahwa Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian pihak 

kesatu (buruh), mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak 

kedua yakni majikan, dan majikan mengikat diri untuk memperkerjakan buruh 

dengan membayar upah.
14

 

Subekti mengatakan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara 

seorang buruh dengan seorang majikan, perjanjian mana ditandai oleh ciri- ciri; 

adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu 

hubungan di peratas yaitu hubungan berdasarka mana pihik yang satu (majikan) 

berhak memberikan perintah –perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain.
15

 

Berdasarkan beberapa pengertian perjanjian kerja menurut para ahli di atas 

dapat dipahami bahwa perjanjian kerja bahwa buruh/ pekerja mau tidak mau harus 

tunduk kepada majikan/ pengusaha karena adanya perbedaan kedudukan antara 

pekerja dengan pengusaha. Setelah adanya perjanjian kerja maka terbangunlah 

suatu hubungan kerja. 

                                                             
14

 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketengakerjaan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) 

h. 62. 
15

 Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) 

h. 30. 
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Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

35 Tahun 2021 dijelaskan bahwa “Hubungan kerja adalah hubungan antara 

pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai 

unsur pekerjaan, upah, dan perintah.”
16

 

Hubungan antara pekerja/buruh dengan pemberi kerja disebut dengan 

hubungan kerja, pekerja/buruh menyatakan kesanggupan untuk bekerja pada 

pemberi kerja dengan mendapatkan upah sedangkan pemberi kerja menyatakan 

kesanggupan untuk memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah. 

Perjanjian kerja harus memuat ketentuan-ketetuan yang berkenaan dengan 

hubungan kerja, yaitu hak dan kewajiban parah pihak, yakni pekerja/buruh dan 

pemberi kerja.
17

 

d. Unsur Perjanjian Kerja 

Pada perjanjian pada umumnya sebagai telah dijelaskan diatas bisa 

dinyatakan sah harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada pada Pasal 1320 

KUH Perdata. Begitu pula pada perjanjian kerja, pada prinsipnya unsur-unsur 

dalam Pasal 1320 KUH Perdata tetap menjadi pegangan dan harus diterapkan, 

agar perjanjian kerja bisa dianggap sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya. 

Selain berpedoman pada Pasal 1320 KUH Perdata menurut seorang pakar 

Hukum Perburuhan dari Belanda, yaitu M.G. Rood, perjanjian kerja baru ada, 

                                                             
16

 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 1.    
17

 A. Siti Seotami, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007) 

h. 94. 
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manakala di dalam perjanjian kerja tersebut telah memenuhi (empat) syarat, yaitu 

berupa unsur-unsur yang tediri dari: 
18

 

1) Adanya unsur work atau pekerjaan  

Dalam suatu hubungan kerja harus ada pekerjaan yang 

diperjanjikan (objek perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dilakuan 

sendiri, hanya dengan izin majikan dapat menyuruh orang lain seperti 

yang dijelaskan didalam KUH Perdata Pasal 1603 huruf a yang berbunyi:  

“Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya; hanya dengan izin 

majikan ia dapat menyuruh orang ketiga menggantikannya.”  

Walaupun demikian didalam pelaksanaanya , jika seorang pekerja 

berhalangan untuk melakukan pekerjaannya, pekerjaan tersebut bisa 

diwakilkan atau digantikan oleh orang lain, sepanjang sebelumnya telah 

diberitahukan dan telah mendapat persetujuan dari majikan selaku pemberi 

kerja. 

2) Adanya unsur service atau pelayanan  
Manifestasi dari adanya perjanjian kerja tersebut, pekerja harus 

tunduk pada perintah orang lain, yaitu majikan. Dengan adanya ketentuan 

tersebut menunjukan bahwa pekerja dalam menjalankan pekerjaannya 

berada dibawah orang lain, yaitu majikan atau pemberi kerja. Dengan 

demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip dari unsur pelayanan ini 

adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pekerja dan harus 

bermanfaat bagi majikan atau pemberi kerja dan sesuai dengan apa yang 

dimuat dalam isi perjanjian kerja.  

3) Adanya unsur time atau waktu tertentu  

Bahwa dalam melakukan hubungan kerja harus dilakukan sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja atau peraturan 

perundang-undangan. Agar tidak terjadi perbudakan antara majikan 

kepada pekerja, serta agar tidak terjadi kesemena-menaan pekerja, 

maksudnya adalah pekerja tidak boleh bekerja dengan waktu yang 

seenaknya saja, akan tetapi harus dilakuan sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan pada perjanjian kerja atau peraturan perusahaan dan juga 

pelaksanaan pekerjaannya tidak boleh betentangan dengan peraturan 

perundang-undangan, kebiasaan setempat dan ketertiban umum.  

4)  Adanya unsur pay atau upah  

Upah memegang peran penting dalam hubungan kerja (perjanjian 

kerja). Upah merupakan tujuan utama seorang pekerja bekerja pada 

pengusaha. Serta upah merupakan salah satu hak yang wajib diterima 

pekerja atas tenaga yang telah dikeluarkan untuk perusahaan. Upah adalah 

suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh atas 

prestasi berupa pekerjaa atas jasa yang telah atau akan dilakukan oleh 

pekerja dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang. Dari pengertian 

                                                             
18

 Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2014), h. 35. 
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diatas upah pada prinsipnya diberikan dalam bentuk uang, namun dalam 

prakteknya tidak menutup kemungkinan perusahaan memberikan upah 

dalam bentuk barang, tetapi jumlahnya harus dibatasi. 

 

e. Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

Berdasarkan Pasal 1 ayat 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 35 Tahun 2021 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja 

dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, “Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah Perjanjian Kerja antara 

Pekerja/ Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja dalam 

waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.”
19

 

Didalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk 

pekerjaan yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai 

dalam waktu tertentu, yaitu:
20

  

a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;  

b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak 

terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;  

c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau 

d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau 

produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 

 

 Berdasarkan ketentuan diatas dapat dipahami bahwa, perjanjian kerja 

waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk jenis atau sifat pekerjaan seperti yang 

disebutkan diatas dan hanya bersifat sementara, musiman atau tidak untuk 

pekerjaan tetap. Pekerjaan bersifat musiman adalah pekerjaan-pekerjaa untuk 

                                                             
19

 Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan 

Kerja Pasal 1 Ayat (10). 
20

 Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 Ayat 

(1). 
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memenuhi pesanan atau target tertentu, hanya berlakukan untuk pekerja/buruh 

yang melakukan pekerjaan tambahan. Pekerjaan yang bersifat musiman tidak 

dapat dilakukan pembaharuan.
21

 

 Serta perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan untuk paling 

lama dua tahun dan dapat diperbaharui atau diperpanjang satu kali untuk jangka 

waktu paling lama satu tahun. Untuk memperpanjang perjanjian waktu tertentu, 

pengusaha wajib memberi tahu pekerja/buruh paling lama tujuh hari sebelum 

perjanjian kerja waktu tertentu berakhir. Pembaharuan perjanjian kerja waktu 

tertentu hanya dapat dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu tiga puluh 

hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, perjanjian kerja waktu 

tertentu hanya dapat diperbaruhi satu kali dan paling lama dua tahun. 

f. Syarat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

Sebelumnya telah diuraikan tentang syarat sah perjanjian. Syarat sah 

perjanjian merupakan tulang punggung atau dasar bagi semua jenis perjanjian, 

jadi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata juga 

menjadi dasar dalam pembuatan perjanjian kerja. Yang menjadi dasar pembuatan 

perjanjian kerja menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, yaitu: 
22

 

a. perjanjian kerja dibuat atas dasar;  

b. kesepakatan kedua belah pihak;  

c. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;  

d. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan pekerjaan yang diperjanjikan 

tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

                                                             
21

 F.X Djumialdi, Perjanjian Kerja, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) h. 24. 
22

 Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 52. 
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Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan. 

Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum. 

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 35 Tahun 2021  PKWT didasarkan atas: 
23

 

a. jangka waktu; atau  

b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.  

Dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 

Tahun 2021 menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / PKWT tidak 

dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. 

2. Wanprestasi 

a. Pengertian Wanprestasi 

Wanprestasi adalah tindakan pelanggaran perjanjian antar dua belah pihak. 

Ketika salah satu pihak tidak mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan 

kesepakatan yang ada, maka tindakan tersebut sepenuhnya dapat dikatakan 

sebagai wanprestasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang 

dimaksud dengan wanprestasi adalah sebuah keadaan dimana salah satu pihak 

(biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian. 

Sedangkan menurut Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia, wanprestasi terjadi karena tidak 

                                                             
23

 Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan 

Hubungan Kerja Pasal 4. 
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terlaksananya prestasi yang diakibatkan adanya kesalahan dari pihak debitur, baik 

itu sengaja maupun tidak sengaja. 

Terjadinya wanprestasi senantiasa diawali dengan hubungan kontraktual 

(characteristics of default is always preceded by a contractual relationship). 

Kontrak dibuat sebagai instrumen yang secara khusus mengatur hubungan hukum 

antara kepentingan yang bersifat privat dan perdata khususnya dalam pembuatan 

kontrak. Kepentingan antara masyarakat individu dalam kehidupan bermasyarakat 

apabila dilanggar  akan menimbulkan suatu konflik kepentingan antara hak dan 

kewajiban.
24

 

b. Penyebab Terjadinya Wanprestasi 

Wanprestasi memiliki berbagai faktor yang menjadi sebab mengapa 

wanprestasi dapat terjadi. Diantaranya sebagai berikut:
25

 

1. Keadaan Memaksa (Force Majeure) 

Keadaan memaksa atau force majeure adalah sebuah kondisi 

dimana kewajiban atau perjanjian yang ada tidak dapat terpenuhi akibat 

suatu peristiwa yang terjadi di luar kendali atau kehendak. Misalnya 

bencana alam, terjadi kecelakaan, dan lain sebagainya. Jika hal ini terjadi, 

pihak yang bersangkutan tidak dapat disalahkan karena hal tersebut terjadi 

di luar kehendak. 

2. Salah Satu Pihak  

Penyebab terjadinya wanprestasi yang berikutnya adalah kesalahan 

yang disebabkan oleh salah satu pihak dan dilakukan secara sengaja 

maupun tidak sengaja, sehingga pihak lain dirugikan atas tindakan 

tersebut. 

3. Dilakukan Secara Sengaja 

Wanprestasi dilakukan secara sengaja artinya pihak yang 

melakukan kelalaian dengan sengaja melakukan pelanggaran atas 

ketentuan yang telah disepakati bersama.  

 

                                                             
24

 Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan, (Jakarta, Prenada Media 

Group, 2014) h.51.  
25

 M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung : Alumni, 1986). h.60. 
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Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui 

dugaan akibat itu dilihat dari unsur “objektif dan subjektif”. Objektif, yaitu 

apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur 

subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan 

mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur 

kesengajaan dan kelalaian dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.
26

 

c. Akibat Wanprestasi 

Dengan adanya wanprestasi, pihak yang dirugikan akibat kegagalan 

pelaksanaan prestasi mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak 

kontrak/perjanjiannya. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1267 BW 

yang menyatakan bahwa “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, 

dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, jika hal itu 

masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian, dengan 

penggantian biaya, kerugian dan bunga”. 

1. Pemenuhan 

Aturan dalam pemenuhan atau pertukaran hak dan kewajiban ini menjadi 

domain para pihak yang berkontrak, kecuali dalam batas-batas tertentu diperlukan 

suatu intervensi baik dari undang-undang yang bersifat memaksa dan mengatur, 

maupun otoritas tertentu yang memerlukan suatu putusan (hakim) apabila salah 

satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam kontrak, akibatnya dapat menimbulkan 

kerugian pada salah satu pihak.
27
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Pemenuhan lahir dari hubungan hukum kontrak sebagai sarana pertukaran 

antara hak dan kewajiban yang diharapkan dapat berlangsung secara baik, fair 

sesuai dalam kesepakatan para pihak yang bersepakat dalam suatu kontrak. 

Terutama pada tahap pra kontrak, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan 

kontrak.  

2. Ganti Rugi 

Penentuan apakah perbuatan tersebut disengaja atau tidak, tidaklah mudah. 

Dalam teori dinyatakan untuk menentukan apakah perbuatan tersebut disengaja 

atau tidak harus diperhatikan perbuatan sebelumnya (ante factum) dan perbuatan 

sesudahnya (post factum). Berkaitan dengan ganti kerugian, unsur kerugian terdiri 

atas tiga yaitu
28

: 

a. ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan; 

b. kerugian karena kerusakan, kerugian yang sungguh diderita; 

c. bunga atau keuntungan yang diharapkan (interest). 

3. Pembatalan  

Dalam hubungan hukum kontrak yang dimaksud dengan pembatalan 

kontrak, pada dasarnya merupakan suatu keadaan yang membawa akibat 

hubungan kontraktual itu dianggap tidak pernah terjadi. Oleh karenanya, dengan 

pembatalan kontrak, maka fungsi kontrak itu dengan sendirinya menjadi hapus. 

Akibat hukum yang ditimbulkan dengan pembatalan kontrak menghapus fungsi 

kontrak itu sendiri.  
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Berkenaan dengan pembatalan kontrak selalu dihubungkan dengan tidak 

dipenuhinya syarat sahnya kontrak, yaitu: 

a. Tidak terpenuhinya unsur subjektif, manakala kontrak tersebut lahir akibat 

cacat kehendak (tanpa dilandasi kon-sensus) dan karena ketidakcakapan 

Pasal 1320 BW ayat (1) dan (2), sehingga berakibat kontrak tersebut dapat 

dibatalkan (vernietigbaar); 

b. Tidak terpenuhinya unsur objektif, manakala kontrak tersebut lahir akibat 

tidak adanya syarat objek tertentu atau tidak ada causa dan causa nya tidak 

diperbolehkan (Pasal 1320 ayat (3) dan (4) jo. 1335, 1337, 1339 BW), 

sehingga berakibat kontrak tersebut batal demi hukum (nietig). 

Dengan demikian, akibat hukum dari pembatalan kontrak yaitu 

pengembalian pada kedaan semula sebagimana halnya keadaan sebelum 

penutupan kontrak 

3. Jasa 

a. Pengertian Jasa 

Jasa adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh 

suatu pihak kepada pihak yang lain yang pada dasarnya bersifat tidak berwujud 

fisik (intangible) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu dan produksinya 

tidak terikat pada suatu produk fisik.
29

 

b. Karakteristik Jasa 

Dalam mengidentifikasi apa itu jasa, jasa memiliki 4 karakteristik utama 

yaitu
30

: 

1. Tidak Berwujud (Intangibility) 

Jasa berbeda dengan barang. Bila barang merupakan suatu objek, alat, 

material, atau benda. Maka jasa justru merupakan perbuatan, tindakan, 

                                                             
29

 Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, Marketing Management Terjemahan oleh Bambang 

Sarmiji, (Jakarta : Indeks, 2009) h.422. 
30
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pengalaman, proses kinerja (performance), atau usaha. Bila barang dapat dimiliki, 

maka jasa hanya dapat dikonsumsi tetapi tidak dapat dimiliki (non-ownership). 

Esensi dari apa yang dibeli pelanggan adalah kinerja yang diberikan oleh pihak 

tertentu kepada pihak lainnya. 

2. Bervariasi (Variability) 

Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan (non-standarized output), 

artinya terdapat banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis, tergantung pada siapa, 

kapan, dan di mana jasa tersebut diproduksi. Hal semacam ini terjadi karena jasa 

melibatkan unsur manusia dalam proses produksinya dan konsumsinya. Berbeda 

dengan mesin, orang biasnya tidak dapat diprediksi dan cenderung tidak konsisten 

dalam hal sikap dan perilakunya. Terdapat tiga faktor yang menyebabkan 

variabilitas kualitas layanan, yaitu :  

a) kerja sama atau partisipasi pelanggan selama penyampaian layanan;  

b) moral/ motivasi karyawan dalam melayani pelanggan; serta  

c) beban kerja perusahaan. 

3. Tidak Terpisahkan (Inseparability) 

Barang biasanya diproduksi terlebih dahulu, kemudian dijual, baru 

dikonsumsi. Sedangkan layanan umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian 

diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. Interaksi antara 

penyedia layanan dan pelanggan merupakan ciri khusus dalam pemasaran layanan 

bersangkutan. Keduanya mempengaruhi hasil (outcome) dari layanan 

bersangkutan. Dalam hubungan antara penyedia layanan dan pelanggan ini, 

efektivitas staff layanan merupakan unsur kritis. Implikasinya, sukses tidaknya 

layanan bersangkutan ditunjang oleh kemampuan organisasi dalam melakukan 
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proses rekrutmen dan seleksi, penilaian kinerja, sistem kompensasi, pelatihan, dan 

pengembangan karyawannya secara efektif.  

4. Tidak Tahan Lama (Perishability) 

Perishability berarti bahwa layanan adalah komoditas yang tidak tahan 

lama, tidak dapat disimpan untuk pemakaian ulang di waktu yang akan datang, 

dijual kembali, atau dikembalikan. Permintaan layanan juga bersifat fluktuasi dan 

berubah, dampaknya perusahaan jasa/layanan seringkali mengalami masalah sulit. 

Oleh karena itu perusahaan jasa/layanan merancang strategi agar lebih baik dalam 

menjalankan usahanya dengan menyesuaikan permintaan dan penawaran. 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu bertujuan sebagai titik acuan dan bahan pembanding. 

Selain itu penelitian terdahulu ini juga sebagai upaya untuk menghindari 

anggapan adanya persamaan dengan penelitian yang akan diteliti. Sejauh ini 

belum ditemukan pembahasan atau judul yang sama dengan penelitian ini 

mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pekerja Harian Lepas 

Bidang Jasa Dokumentasi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 35 Tahun 2021 di Kota Pekanbaru. Maka dalam penelitian ini, penulis 

melakukan penelitian setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa 

penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini sebagai 

berikut: 

 

 

 



25 

 

  

 

1. Analisis Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Siprama Cakrawala 

Yogyakarta  

Penelitian dari Muhammad Jaduk Chusana dari Fakultas Syari‟ah dan 

Hukum dari Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta yang 

bejudul “Analisis Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Siprama 

Cakrawala Yogyakarta” .  terdapat dua (2) Rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu: 

a. Apakah PKWT di PT. Siprama Cekrawala Yogyakarta sudah sesuai dengan 

Hukum Kontrak di Indonesia (KUH Perdata)? 

b. Apakah PKWT tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang No.13 tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan? 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian dari Muhammad Jaduk 

Chusana adalah pembahasan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu, Jenis 

penelitian skripsi ini tergolong penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan memperoleh data secara langsung ke 

lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah melalui 

pengumpulan di lapangan dan kepustakaan. Studi di lapangan dilakukan 

dengan teknik wawancara kepada pihak PT. Siprama Cakrawala dan mantan 

pekerja yang berkaitan. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara 

mendokumentasikan dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi 

penelitian. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis-

normatif, pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan 

cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan 
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perundang-undangan yang berhubungan dengan PKWT di PT. Siprama 

Cakrawala Yogyakarta. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa PKWT sudah sesuai dengan KUH 

Perdata, prinsip hukum kontrak adalah pelengkap yang berarti suatu perjanjian 

dapat disimpangi selagi para pihak menyepakati. Namun bila dilihat dari sudut 

pandang UU Ketenagakerjaan, salah satu isi dari PKWT tersebut, tidak sesuai 

dengan Pasal 153 ayat (1) huruf e dan Pasal 154 huruf b UU Ketenagakerjaan. 

Pengusaha dilarang untuk memutuskan hubungan kerja dengan alasan hamil, 

meskipun perusahaan menampik tidak memutuskan hubungan kerja, namun 

adanya indikasi perusahaan mendesak pekerja untuk mengundurkan diri 

dengan alasan pekerja hamil tidak dibenarkan di dalam UU Ketenagakerjaan. 

Maka meskipun PKWT tersebut sah menurut KUH Perdata dan UU 

Ketenagakerjaan namun dapat dibatalkan. 

2. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di 

PT. Bintang Asahi Tekstil Industri 

Skripsi yang ditulis oleh, Hardika Sholeh Hafid, yang berjudul 

“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di 

PT. Bintang Asahi Tekstil Industri”. Penelitian ini membahas mengenai 

pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu yang dilaksanakan di PT. Asahi 

Tekstil Industri. Perusahaan dalam membuat peraturan-peraturan dalam 

perusahaan dianggap oleh pekerja sebagai sebuah peraturan yang tidak 

memihak kepada hak pekerja. Sehingga pekerja tidak melakukan 

kewajibannya dalam bekerja secara maksimal. Kemudian banyak pekerja 
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yang sudah bekerja lebih dari 3 tahun, namun masih berstatus kontrak. 

Persoalan tersebut disebabkan karena pada dasarnya perjanjian kerja tersebut 

dibuat secara sepihak dalam artian isi dari perjanjian tersebut telah dibuat 

secara baku oleh PT. Bintang Asahi Tekstil Industri sehingga tenaga kerja 

tidak mempunyai kesempatan untuk menentukan isi perjanjian tersebut. 

Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, wawancara kepada 

partisipan dan observasi di PT. Bintang Asahi Tekstil Industri.  

Hasil penelitian menunjukan, bahwa PT. Bintang Asahi Tekstil 

Industri telah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan dikarenakan masih 

banyak pekerja yang bekerja lebih dari 3 tahun namun masih berstatus 

kontrak. 

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di CV. 

Sarana Karya Mulia  Klaten 

Skripsi yang ditulis oleh Joko Teo Briliyanto dengan judul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di CV. Sarana Karya 

Mulia Klaten”. Skripsi ini membahas mengenai bentuk dan isi dari perjanjian 

antara pekerja dan pihak CV. Sarana Karya Mulia Klaten. Persoalan yang 

diangkat pada skripsi ini adalah, perjanjian kerja antara pemilik perusahaan 

dan pekerja tidak dilakukan secara tertulis sebagaimana umumnya konsep 

kontrak kerja yang ada, tetapi hanya bentuk catatan-catatan kecil yang 

dibukukan dalam buku induk perusahaan. Disamping itu juga perjanjian 

tersebut tidak terlihat secara jelas antara hak dan kewajiban yang berhubungan 

dengan pekerja. Proses perjanjian yang ada di perusahaan tersebut terjadi 
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dalam kurun waktu tertentu (temporal). Hal ini bisa dilihat dari sistem pekerja 

harian lepas dan jumlah pekerja yang berganti-ganti dari waktu ke waktu. 

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian, kemudian 

teknik wawancara yaitu mengadakan wawancara dengan pemilik perusahaan 

dan juga semua pekerjanya, dan terakhir adalah teknik pengamatan 

(observasi) yaitu pengamatan secara langsung di CV. Sarana Karya Mulia 

Klaten.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa, perjanjian Kerja waktu tertentu 

yang terjadi dalam CV. Sarana Arya Mulia sudah berdasar pada ketentuan 

hukum perjanjian syariah, hal ini dapat dilihat dari beberapa asas perjanjian 

syariah yang dilakukan. Pernyataan tersebut terlepas dari pandangan Undang-

Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan karena jika dilihat dari 

pandangan tersebut maka PKWT dianggap batal demi hukum. 

Perbedaan beberapa skripsi di atas dengan penelitian yang akan 

penulis teliti adalah penulis lebih memfokuskan Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu pada Pekerja/Buruh Harian Lepas dan pelaksanaannya di Kota 

Pekanbaru, bahwa perjanjian tersebut sesuai atau tidak dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang nomor 35 tahun 2021 Tentang 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu 

Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang merupakan lex specialis dari 

kajian penelitian hukum sebelumnya yang berdasarkan lex generalis yaitu 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-
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Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dan  lebih jauh lagi penulis 

akan membahas bagaimana upaya atau penyelesaian hukum dari Pelaksanaan 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Terhadap Pekerja Harian Lepas Dalam 

Bidang Jasa Dokumentasi di Kota Pekanbaru. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris atau sosiologis , yakni 

jenis penelitian terhadap efektivitas hukum atau cara hukum beroperasi di dalam 

masyarakat. Penelitian yuridis empiris berfokus pada perilaku (behavior) yang 

berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat.
31

 Atau 

dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan 

sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk 

mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data 

yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang 

pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.
32

 

 Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

meggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau 

kelompok tertentu. Metode penelitian diskriptif di gunakan untuk memecahkan  

atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. 

Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, 

klasifikasi, pengolahan/analisis data, dan yang kemudian dapat menghasilkan 

kesimpulan dan saran
33

. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan sosiologi hukum yaitu kajian ilmu empiris, yang melihat dan 

menjelaskan pengalaman-pengalaman nyata dari orang-orang yang terlihat ke 

dalam dunia hukum, baik sebagai pengambil keputusan, sebagai praktisi hukum, 

maupun sebagai warga biasa.
34

 

Dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian langsung kepada 

responden untuk menemukan data, informasi, dan pemikiran-pemikiran mengenai 

masalah atau fenomena sosial yang sedang diteliti yaitu mengenai pelaksanaan 

perjanjian kerja waktu tertentu antara pemberi kerja dengan penerima kerja, dan 

penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 di 

Kota Pekanbaru. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian kerja waktu 

tertentu antara pemberi kerja dengan penerima kerja, dan juga Dinas Tenaga Kerja 

Kota Pekanbaru. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan 

perjanjian kerja waktu tertentu di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu, Alih Daya, 

Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. 
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D. Populasi dan Sampel  

Tabel III.1                                                                                          

Populasi dan Sampel 

 

No. Responden Populasi Sampel Persentase Keterangan 

1. Pemberi Kerja 
1 1 100% Wawancara  

2 Penerima Kerja/ 

Pekerja Harian 

Lepas 

1 1 100% Wawancara 

3. Mediator 

Hubungan 

Industrial / 

Dinas Tenaga 

Kerja Kota 

Pekanbaru 

3 1 33,3% Wawancara 

Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2023 

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek 

penelitian.
35

Populasi dalam penelitian ini adalah pemberi kerja dalam perjanjian 

kerja waktu tertentu dan pekerja harian lepas bidang jasa dokumentasi di Kota 

Pekanbaru, dan Mediator Hubungan Industrial / Dinas Tenaga Kerja Kota 

Pekanbaru. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang pelaksanaan 

perjanjian kerja waktu tertentu antara pihak yang bersepakat yaitu pemberi kerja 

dengan penerima kerja/pekerja harian lepas, serta pihak Dinas Tenaga Kerja Kota 

Pekanbaru terkait dengan mengadakan wawancara untuk pemenuhan kebutuhan 

data dalam penelitian ini 
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Penelitian dilakukan dengan menentuan sampel penelitian menggunakan 

Teknik Purposive Sampling (non-probability sampling), peneliti menggunakan 

metode pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri tertentu sesuai dengan tujuan 

penelitian. Dengan cara ini memudahkan penulis untuk mendapatkan informasi 

dan pendapat-pendapat dari responden. Dengan melalui cara pengambilan sampel 

ini penulis berharap akan mendapatkan data yang di perlukan. 

E. Sumber Data  

Data dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yang 

terdiri dari : 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau 

narasumber yang berada di lapangan, sumber data utama ini dicatat melalui 

catatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara dan pengisian angket 

terhadap pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari 

masyarakat atau sumber pertama/narasumber, melainkan data diperoleh dari 

studi kepustakaan, yaitu melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, 

teori-teori dari para ahli, artikel dan sumber baca-bacaan lainnya. Data yang 

digunakan pada data sekunder ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier.  
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1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai 

otoritas atau bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang 

terdiri dari peraturan perundang- undangan, catatan-catatan resmi atau risalah 

dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim 
36

, 

dan berikut ini adalah uraian dari bahan hukum primer yang digunakan :     

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, buku III yaitu tentang perikatan. 

b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan  

c. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang 

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. 

d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 35 tahun 2021 Tentang 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu 

Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja 

 

2) Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder mencakup bahan-bahan yang memberi 

pengetahuan atau menjelaskan lebih mengenai bahan aturan primer, 

diantaranya jurnal, skripsi, tesis, disertasi, maupun bahan lainnya yang dapat 

diperoleh melalui media cetak serta/atau online. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier, meliputi bahan-bahan yang dapat 

menyempurnakan bahan hukum primer serta sekunder, diantaranya kamus 

bahasa dan kamus hukum. Selain bahan hukum, dari penelitian ini juga 

digunakan hasil wawancara sebagai data pendukung bahan hukum. 
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 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) h . 47. 
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F. Metode Pengumpulan Data  

Metode untuk mendapatakan data yang akurat dan otentik dapat dilakukan 

dengan beberapa cara yaitu baik dengan mengumpulkan data primer maupun 

sekunder, melalui penyesuaian dengan pendekatan penelitian. Adapun teknik 

penngumpulan data primer dan sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah :  

1. Obeservasi 

Observasi, merupakan salah satu metode pengumpulan data yang akan 

penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengamati atau 

meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui 

kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain 

penelitian yang sedang dilakukan. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan 

oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan arah pembicaraan 

mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan rasa 

kepercayaan sebagai landasan utama dalam proses memahami dialog 

wawancara.
37

 Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada para 

pengusaha pemberi kerja, dan pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.  
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 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Grups: Sebagai Instrumen 

Penggali, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 31. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari 

perilaku manusia atau sekelompok manusia, sebagaimana terjadi dalam 

kenyataan dan mendapat deskriptif yang relatif lengkap mengenai kehidupan 

sosial atau salah satu aspeknya. 

G. Analisis Data 

Penelitian ini dilakukan dengan analisis data secara analisis kualitatif, 

yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan dan menggambarkan tentang 

peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang 

terjadi di masyarakat lalu diambil suatu kesimpulan.
38
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan. 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan data yang penulis peroleh, maka 

penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pekerja Harian Lepas Bidang 

Jasa Dokumentasi semestinya menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT), secara formil sekurang-kurangnya diatur dalam Pasal 13 Peraturan 

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, 

Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan 

Kerja. Dan apabila terjadi perselisihan hubungan industrial dapat melakukan 

perundingan secara bipartit, mediasi, dan melakukan gugatan ke pengadilan . 

2. Faktor penghambat pelaksanaan perjanjian kerja yang dialami oleh pemberi 

kerja dan pekerja harian lepas dalam bidang jasa dokumentasi di Kota 

Pekanbaru, yaitu terdapat beberapa hambatan yang dialami terkait kesadaran 

hukum, dan kelalaian pemberi kerja dalam pemenuhan hak pekerja harian lepas 

yaitu penulasan pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai yang bisa disebut 

sebagai wanprestasi, dan dalam pelaksanaan nya tidak sesuai dengan ketentuan 

yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 

Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu 

Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. 

 

 



55 

 

  

 

B. Saran 

Berdasarkan dari kesimpulan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat 

memberikan saran : 

1. Sebaiknya perjanjian kerja yang dilakukan oleh pemberi kerja dengan pekerja 

harian lepas tidak terdapat wanprestasi atas tidak tercapainya pemenuhan atas 

hak yang dimiliki oleh pekerja harian lepas , dan juga dalam pembuatan 

perjanjian kerja harus ada keterlibatan kedua belah pihak, dan perjanjian kerja 

yang dibuat harus sesuai dengan bentuk perjanjian kerja waktu tertentu yang 

sekurang-kurangnya telah diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan 

Hubungan Kerja dan Undang-undang yang berlaku. 

2. Sebaiknya dalam membuat perjanjian kerja hendaknya pekerja harian lepas 

maupun pemberi kerja dapat membuat perjanjian kerja dengan memahami 

terlebih dahulu aturan ketenagakerjaan serta ketentuan-ketentuan yang sudah 

ada, agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Dan untuk semua pihak 

dalam perjanjian kerja wajib melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana 

mestinya. Peraturan-peraturan dibentuk bertujuan mengatur hal-hal agar tidak 

menimbulkan masalah dikemudian hari, untuk itu agar terlaksananya 

hubungan yang harmonis hendaknya sama-sama mematuhi peraturan yang 

telah disepakati. 
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Dokumentasi Wawancara dengan Mediator Hubungan Industrial Dinas 

Tenaga Kerja Kota Pekanbaru 
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PEDOMAN WAWANCARA DINAS TENAGA KERJA 

 

 

1. Apakah pemberi kerja wajib membuat surat perjanjian kepada pekerja atau 

buruh? 

2. Apa yang informan ketahui tentang bentuk perjanjian kerja? 

3. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja terhadap pekerja harian lepas 

dalam bidang jasa dokumentasi berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 di Kota Pekanbaru? 

4. Apakah ada peraturan khusus mengenai upah yang diberikan kepada 

pekerja harian lepas dalam bidang tertentu? 

5. Apakah setiap pekerja berhak mendapatkan Jaminan sosial tenaga 

kerja (Jamsostek) atau ada  syarat dan ketentuan khusus dari pekerja harus 

dipenuhi? 

6. Apakah terdapat penyimpangan penyimpangan yang tidak sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 di Kota 

Pekanbaru? 

7. Apakah  yang di lakukan jika terjadi perselisihan hubungan industrial 

dalam hal ini dalam bidang jasa dokumentasi baik pekerja maupun pelaku 

usaha? 
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